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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Best practice Pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Publik di PPID Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

di Desa Tikusan telah dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan karakteristik 

best practice. Penilaian tersebut dianalisis berdasarkan empat indikator 

keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala 

Pelaksanaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala di PPID Desa 

Tikusan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Pemerintah Desa Tikusan secara rutin menyediakan berbagai informasi 

publik, seperti profil desa, struktur organisasi, APBDes, laporan realisasi 

anggaran, program pembangunan, dan kegiatan pemerintahan desa. 

Informasi tersebut dipublikasikan melalui berbagai media, baik media 

offline berupa papan informasi, banner APBDes, musyawarah desa, maupun 

media online seperti website resmi desa, Facebook, Instagram, dan 

YouTube. Pemanfaatan media informasi secara terpadu serta konsistensi 

dalam memperbarui informasi menunjukkan adanya komitmen pemerintah 

desa dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. 
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2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta 

Pelaksanaan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta telah 

memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

Pemerintah Desa Tikusan memiliki mekanisme penyampaian informasi 

darurat yang cepat melalui grup WhatsApp yang melibatkan perangkat desa, 

kepala dusun, RT, RW, Linmas, dan Karang Taruna. Informasi mengenai 

bencana, kegiatan kesehatan, maupun kondisi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat dapat disampaikan secara cepat dan tepat sasaran. 

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya 

memperhatikan keterbukaan informasi, tetapi juga efektivitas komunikasi 

dalam kondisi yang memerlukan penanganan segera. 

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat 

Pelaksanaan informasi yang wajib tersedia setiap saat telah dilaksanakan 

melalui penyediaan berbagai dokumen publik, pengelolaan informasi secara 

offline dan online, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pelayanan informasi, penyediaan alur permohonan informasi, mekanisme 

keberatan, hingga penyelesaian sengketa informasi. Seluruh sistem tersebut 

mendukung pelayanan informasi yang lebih tertib, akuntabel, dan 

memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Integrasi antara 

pengelolaan arsip fisik dengan sistem digital juga menunjukkan bahwa 

Pemerintah Desa Tikusan telah mengembangkan sistem pelayanan informasi 

yang mampu menjamin ketersediaan informasi setiap saat sesuai kebutuhan 

masyarakat. 
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4. Informasi yang dikecualikan 

Pelaksanaan informasi yang dikecualikan telah dilaksanakan melalui 

penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) berdasarkan 

ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Desa 

Tikusan telah melakukan klasifikasi terhadap informasi yang bersifat terbuka 

dan informasi yang dikecualikan dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan. Penerapan klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan 

informasi publik di Desa Tikusan tetap memperhatikan perlindungan 

terhadap data pribadi, dokumen rahasia, serta informasi strategis yang tidak 

dapat dipublikasikan demi menjaga kepentingan pemerintah desa maupun 

masyarakat. 

B. Saran-Saran 

1. Pemerintah Desa Tikusan diharapkan dapat mempertahankan komitmen 

dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, 

pemerintah desa perlu meningkatkan frekuensi pembaruan informasi pada 

website dan media sosial agar seluruh informasi yang dipublikasikan selalu 

aktual dan sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

2. PPID Desa Tikusan diharapkan terus mengembangkan inovasi pelayanan 

informasi publik, terutama melalui optimalisasi teknologi informasi, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID, serta 

penyempurnaan pengelolaan arsip digital. Selain itu, sosialisasi mengenai 

prosedur permohonan informasi, mekanisme keberatan, dan penyelesaian 
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sengketa informasi perlu dilakukan secara lebih intensif agar masyarakat 

semakin memahami hak dan tata cara memperoleh informasi publik. 

3. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan berbagai media informasi yang 

telah disediakan oleh Pemerintah Desa Tikusan secara optimal serta 

berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

melalui pemanfaatan informasi publik yang tersedia. Partisipasi masyarakat 

merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan desa 

yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

4. Penelitian ini masih berfokus pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

berdasarkan indikator Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di tingkat 

pemerintahan desa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian dengan menggunakan perspektif lain, seperti kualitas pelayanan 

publik, transformasi digital pemerintahan desa, tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan informasi publik, atau efektivitas implementasi PPID di 

desa sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap 

pengembangan ilmu administrasi publik. 
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